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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Nomor : W28-U/771/0T.01.1/6/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Menimbang

a.

TAHUNZ2020-2024

KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional diatur bahwa setiap
Kementerian/ Lembaga menetapkan
Rencana  Strategis Kementerian/Lembaga yang
sesuai dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional,

bahwa  berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2020-2024, Mahkamah Agung perlu
menyusun Rencana Strategis Mahkamah Agung
Tahun 2020-2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di
atas, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung tentang
Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun
2020-2024;



-
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14  Tahun 1985
tentang Mahkamah  Agung sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten

tang Sistem  Perencanaan Pembangunan
Nasional;

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan  Presiden Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional

. 2020-2024;
Memperhatikan
Peraturan Menteri  Perencanaan Pembangunan
Nasional / Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan  Nasional Nomor 5 Tahun 2019 ten
tang Tata Cara Penyusunan Rencana  Strategis
Kementeriarr/Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI
MALUKU UTARA TAHUN 2020-2024.
KESATU Menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi
Maluku utara Tahun 2020-2024, yang berisi:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan

Tinggi Maluku Utara;
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2.  Arah  Kebijakan dan  Strateqi, Kerangka
Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
Mahkamah Agung;
3. Arah Kebijakan dan Srategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Rencana  Strategis  Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan
strategis jangka menengah  Pengadian Tinggi Maluku
Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung  mulai
tahun 2020 sampai dengan 2024.

Rencana  Strategis  Pengadian Tinggi Maluku Utara
Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU digunakan sebagai

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pengadilan Tinggi Maluku Utara periode 5 (lima)
tahun terhitung mulai tahun 2020-2024;

2. Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis
satuan kerja di  lingkungan Pengadian
Tinggi Maluku Utara periode 5 (lima) tahun
terhitung mulai tahun 2020 sampai
dengan tahun 2024.

Seluruh  satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi

Maluku Utara wajib menyusun Rencana Strategis

Tahun 2020-2024.

Pimpinan  satuan kerja  menetapkan Rencana

Strategis Tahun 2020-2024 sebagaimana

dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

Keputusan pimpinan satuan kerja mengenai

Rencana Strategis ~ Tahun 2020-2024 wajib

disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Maluku

Utara

Keputusan ini  mulai berlaku  sejak tanggal

ditetapkan  dengan ketentuan  bahwa apabila di
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kemudian hari  terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 9 Juni 2020
_Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara

‘H/LEXSY MAMONTO, SH. MH.

b — .
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e, <ok

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
RI
4. Para Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Pengadilan Tinggi

Maluku Utara






KATA PENGANTAR

egala puji dan syukur dipanjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

} karena atas berkat-Nya kami telah menyusun dan menetapkan Rencana

Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Penyususnan Rencana strategis ini merupakan pelaksanaan dari pasal
15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004
tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang mewajibkan setiap
kementrian / Lembaga menyusun Rencana strategis jangka menengah selama
S tahun, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta tercapaianya penggunaan

sumber daya secara efesien, berkeadilan dan berkelanjutan

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2020-2024 ini,
disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Imdonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Strategis kementrian / Lembaga Tahun 2020-2024 dan Cteak Biru

Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2025.

Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategis Pengadilan
Tinggi Maluku Utara yang secara garis besar mendukung penjabaran dari

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI yang menguraikan strategi dan arah



kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada

periode 2020-2024.

Semoga Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2020-2024
ini bisa menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Tinggi Maluku Utara dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi

Maluku Utara.

Sofifi, 09 Juni 2020
Ketua Pengadilan Tinggi
“Maluku Utara

%o

DR.H.LEXSY MAMONTO, SH.,MH.
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BAB |

PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah salah satu adalah salah satu Pengadilan Tingkat Banding
dilingkungan Peradilan Umum yang mempunyai yuridiksi Propinsi Maluku Utara. Pengadilan Tinggi Maluku
Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi
Maluku Utara. Sebelumnya wilayah Maluku Utara merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tinggi Ambon,
dengan adanya pemekaran, maka daerah hukum Pengadilan Tinggi Ambon dikurangi dengan daerah hukum
Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Propinsi Maluku Utara, Kemudian pada tahun 2016 melalui Keppres
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan beberapa Pengadilan Negeri yang diantaranya terdapat 2
Pengadilan Negeri baru yang merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, yaitu
Kabupaten Sula/Sanana dan Kabupaten Bobong dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yaitu

No. Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
1. | Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate | Wilayah Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat
Kelas IA

2. | Pengadilan Negeri Soasio Kelas Il Wilayah Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera
Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur

3. | Pengadilan Negeri Tobelo Kelas Il Wilayah Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten
Pulau Morotai

4. | Pengadilan Negeri Labuha Kelas 11 Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan

5. | Pengadilan Negeri Sanana Kelas Il Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula

6. | Pengadilan Negeri Bobong Kelas Il Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu
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Adapun Jumlah pegawai dan tenaga kontrak secara keseluruhan pada tahun 2020 pada Pengadilan Tinggi

Maluku Utara dapat dijabarkan sebagai berikut :

= KETUA 1
= WAKIL KETUA 1
- HAKIM 14
= HAKIM AD HOC TIPIKOR 1
= PANITERA 1
- SEKRETARIS 1
= PANITERA MUDA HUKUM 1
- PANITERA MUDA PERDATA 1
- PANITERA MUDA PIDANA 1
= PANITERA MUDA TIPIKOR 1
- KEPALABAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 1
- KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN 1
= KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN 1
- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA 1
= KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TI 1
= KEPALA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN 1
= STAF PELAKSANA 9
- TENAGA KONTRAK 12

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
a. Kekuatan (strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Maluku Utara mencakup hal-hal yang memang sudah diatur
dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian,
mencakup:

1. Merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah Provinsi Maluku Utara.

2. Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Propinsi Maluku
Utara.

3. Merupakan pengambilan keputusan dalam pertimbangan Karir (promosi dan mutasi) pegawai
se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

4.  Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku

Pengadilan Tingkat Banding.
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5. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah dapat diunduh / diakses cepat oleh
masyarakat pencari keadilan.
6.  Adanya Standar Operasional Prosedur

7.  Telah terakreditasi dan telah mencanangkan zona integritas

b. Kelemahan (weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dirinci dalam beberapa aspek :

1) Belum efektifnya pelaksanaan SOP:
Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang

dituangkan dalam standar operasi prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat akan
hadirnya kepastian hukum maka aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan
fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun

dalam pelaksanaan norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum
sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan
belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada namun juga
dikarenakan standar operasi prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang

sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

2) Terbatasnya SDM pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan

Tinggi Maluku Utara

Masih banyak Jabatan struktural di Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi
MalukuUtara yang kosong disebabkan kurangnya staf pelaksana baik di Pengadilan
Tinggi Maluku Utara maupun di Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku

Utara

3) Terbatasnya kualitas SDM : Kualitas pendidikan penjenjangan, pelatihan dan penataran bagi
para pegawai/pejabat baik di Pengadilan Tinggi Maluku Utara maupun di Pengadilan

Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara masih kurang
4) Terbatasnya sarana prasarana:

Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Maluku Utara dari pusat belum sesuai dengan rencana
kebutuhan yang diajukan, hal tersebut berdampak pada sarana prasarana pendukung yang

digunakan dalam pelayanan belum memadai
5) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
e Belum optimalnya system reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat

peradilan

¢. Peluang (opportunities)
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Berikut adalah peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk melakukan perbaikan

yang ditinjau dari beberapa aspek :
1. Aspek Proses Peradilan

Dalam rangka pelaksanaan transparansi pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Maluku Utara
didukung dengan media online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pencari keadilan

dalam mengakses informasi. Informasi mengenai proses peradilan hingga kegiatan Pengadilan
Tinggi Maluku Utara tersaji melalui website: www.pt-malukuutara.go.id,  penyelesaian
administrasi perkara banding berbasis teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) yang terintegrasi dengan data perkara pada Pengadilan tingkat pertama, publikasi
Putusan dengan program layanan unggulan One Day Publish melalui aplikasi Direktori Putusan,
serta penanganan Pengaduan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI (SiWas MARI).

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Tunjangan khusus kinerja untuk pegawai dan regulasi tentang kesejahteraan pelaksana
teknis peradilan adalah motivasi kepada aparatur peradilan dalam meningkatkan kinerja dan
pelayanan publik.

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi
Maluku Utara maupun Mahkamah ~ Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal di Pengadilan
Tinggi Maluku Utara maupun eksternal ke pengadilan negeri se-wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Maluku Utara.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik dari Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

- Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) sejak Agustus 2015 telah
membentuk Tim Akreditasi Penjamin Mutu di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.Tim
Akreditasi tersebut dibentuk berdasarkan SK Direktur Jenderal Badilum Nomor:
1455/DJU/SK/KU.01/8/2015 dan SK Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 Tim Akreditasi
tersebut bertugas melakukan penilaian pelaksanaan penjaminan mutu pengadilan di

lingkungan badan peradilan umum sesuai 1ISO 9001:2008 yang sudah diperbaharui menjadi
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ISO 9001:2015 diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent,
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan

Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian pengadilan
yang pernah dilakukan oleh Ditjen Badilum pada tahun 2014. Pembentukan Tim
Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk
menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk  mewujudkan
Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance
Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:
1) Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus
Pelanggan (customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (documentsystem) ; 5) Manajemen
Sumber Daya (resource management); 6) Manajemen Proses (process
management);dan 7) Hasil Kinerja (performance results). Akreditasi Penjaminan Mutu yang
dilaksanakan oleh Ditjen Badan Peradilan Umum adalah moment dalam melakukan perbaikan

tata laksana administrasi dan manajemen peradilan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana

Tersedianya infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan Tinggi MalukuUtara berupa
koneksi internet dan perangkat pendukung (Server) yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan
penggunaannya.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

1)

2)

3)

4)

5)

Kondisi geografis wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan

dapat mempengaruhi proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Rekrutmen Pegawai dari pusat belum memenuhi kebutuhan pegawai di Pengadilan Tinggi
Maluku utara dan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku utara

Keterbatasan infrastruktur di tempat kedudukan Pengdailan Tinggi Maluku Utara, yaitu SOfifi
yang merupakan daerah pemekaran yang masih sangat terbatas infra struktur sehingga semua
pengurusan masih harus dilaksanakan di kota tidore kepulauan dan Kota Ternate, sehingga
mempengaruhi kinerja dan membutuhkan anggaran lebih

Jaringan Internet belum memadai, dikarenakan sistem langganan internet masih memakai jasa
Telkom dari Kota Ternate sehingga kalau ada gangguan teknis harus membutuhkan waktu
karena beda pulau

Semua kantor yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran berkedudukan di ternate, baik
Kantor wilayah, KPPN, KPKNL bahkan Bank untuk pencairan anggaran berkedudukan di Kota
Ternate yang terpisah pulau, sehingga menyulitkan untuk berkoordinasi dan untuk pencairan

anggaran harus membutuhkan waktu apalagi harus ada konfirmasi sehari sebelumnya
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6) Terbatasnya Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum bisa
memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Negeri Maluku Utara, sehingga
mempengaruhi Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara

7) Transportasi pegawai menggunakan transportasi laut dengan tingkat biaya yang cukup tinggi
dan rentang bahaya yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi keksejahteraan dan
keselamatan pegawai dalam melaksanakan tugas

1.3. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

Strategi Organisasi

. _ Memenuhi
No. Pihak Berkepentingan Kebutuhan dan Harapan
Kebutuhan dan
Harapan
1. | Masyarakat pencari Putusan memenubhi rasa keadilan Dilakukan eksaminasi secara berkala
keadilan (para pihak) dan pembinaan secara simultan

kepada aparatur pengadilan.

Hasil Produk pengadilan diterima Penetapan,  Pengembangan, dan
tepat waktu pemantauan pelaksanaan SOP bidang
kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan

Persidangan perkara tepat waktu = Penetapan, = pengembangan, dan

dan transparan pemantauan pelaksanaan SOP bidang
kepaniteraan berjalan sesuai
ketentuan.

Biaya perkara terjangkau Perhitungan biaya perkara
berdasarkan pada peraturan

perundangan yang berlaku..

Gugatan/Permohonan Penggunaan SDM yang kompeten,
Banding dapat segera (cepat) penetapan dan pengembangan SOP
diputuskan bidang kepaniteraan dan bidang

kesekretariatan, penerapan teknologi
informasi  yang  handal  untuk
mendukung layanan masyarakat yang
prima. (Sarpras)

Monitor informasi perkara Peningkatan dan  pengembangan
Tegnologi informasi (Im),
Memberikan informasi secara jelas
kepada pencari keadilan
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Sekretaris Mahkamah

Agung

Ditjend. Badan
Peradilan Umum
Mahkamah Agung

Pengadilan Negeri
Sewilayah PT Maluku
Utara

Pengadilan Tinggi

Agama Maluku Utara

PT. Bank
Indonesia

Rakyat

PT. Bank
Mandiri

Meningkatkan realisasi anggaran
DIPA 01 guna perbaikan dan
pemenuhan sarana dan prasarana
peradilan

Memberikan laporan administrasi
umum yang akurat

Terserapnya realisasi anggaran
DIPA 03 guna peningkatan kualitas
pelayanan secara tepat sasaran

Penyampaian laporan
secara tepat waktu

perkara

Pelayanan di bidang kesekretariatan
dapat dilakukan dengan cepat dan
tepat waktu

Pelayanan  dalam  penanganan
perkara banding dapat dilakukan
dengan cepat dan efektif

Adanya Koordinasi, pembinaan
dan pengawasan secara berkala

Adanya koordinasi yang baik dalam
pelaksanaan  kegiatan  maupun
dalam  penyampaian  laporan
keuangan kepada Korwil

Pencairan DIPA 01 dan gaji
pegawai tetap melalui bank BRI

Pencairan DIPA 04

Mengajukan usulan anggaran secara
intens dan hierarkis

Membuat laporan administrasi umum
secara akurat dan tepat waktu

Mengajukan usulan anggaran DIPA

04 secara intens dan hierarkis

Membuat laporan perkara secara
tepat waktu

Penetapan, pengembangan, dan
pemantauan implementasi SOP
bidang Kesekretariatan

Penetapan,  pengembangan, dan
pemantauan implementasi SOP

bidang Kepaniteraan

Pelaksanaan Rapat Kordinasi secara
berkala

Melakukan komunikasi dan
koordinasi secara intensif dalam
penyampaian laporan

Melakukan pencairan dana APBN

Melakukan pencairan dana APBN
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11

12
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PT. Kantor Pos
Indonesia, TIKI, INE

dan JNT

Advokat

Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL
)

Kantor Pelayanan
Perbendaharaan
Negara (KPPN)
Direktorat  Jenderal
Perbendaharaan
(DJPB)

Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara
(DIKN)

Meningkatnya pengiriman dan
penerimaan dokumen-dokumen
berkaitan dengan kesekretariatan
dan Kepaniteraan melalui kantor
Pos Indonesia / TIKI / JNE / JNT

Mendapatkan  pelayanan  dan
kepastian hukum bagi kliennya
secara cepat dan tepat

Menjadi perantara/mewakili para
pihak

Penetapan aset BMN

Penjualan asset secara lelang

Menyampaikan rekonsiliasi
penyerapan anggaran secara akurat
dan tepat waktu

Menyampaikan perencanaan
angaran secara akurat dan tepat
waktu

Menyampaikan
penggunaan
akuntabel

laporan

BMN Secara

Penetapan,  pengembangan, dan
pemantauan pelaksanaan SOP bidang
persuratan

Menetapkan syarat bagi kelancaran

jalnnya persidangan dengan
penyiapkan softcopy
gugatan/permohonan, jawaban,

replik, duplik dan kesimpulan.

Menetapkan kelengkapan syarat bagi
seorang Advokad/Pengacara untuk
mewakili Kkliennya di Pengadilan
seperti surat kuasa, kartu Anggota dan
Berita Acara Penyumpahan

Meningkatkan SDM bagi pengelola
asset untuk diverivikasi olen KPKNL
dan peningkatan pemantauan
pelaksanaan SOP bidang Umum

Terselenggaranya pelaksanaan

Eksekusi lelana
Memuat dokumen pencairan secara

telitit dan tepat waktu untuk
verifikasi dan disetujui KPPN
Meningkatkan pemantauan

pelaksanaan SOP bidang umum dan
Keuangan berjalan sesuai ketentuan

Membuat perencanaan dan
melaksanakan perencanaan anggaran
yang sudah ditargetkan

Menginventarisasi BMN
dan memanfaatkan secara tepat guna
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15

16

17

18

19

20

21

22

PT. Tabungan Pensiun

(TASPEN)

Badan Kepegawaian
Negara Regional

Manado

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan

Kantor Pelayanan
Pajak (KPP)

Badan Pertanahan
Negara (BPN)
Perusahaan Listrik
Negara (PLN)

PT. Telkom Indonesia

Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM)
Maluku Utara

Perguruan Tinggi

Memberikan data yang akurat
bagi PNS yang akan memasuki usia
pension

Koordinasi yang baik dalam
pengelolaan Kenaikan Pangkat,
Pensiun, Kartu Pegawai, Kartu

Suami/lstri

Pelayanan jaminan kesehatan para
pegawai melalui Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosial
(BPJS) Kesehatan

Pembayaran Pajak tepat waktu

Pengukuran  batas-batas  objek
sengketa berupa tanah melalui
Badan Pertanahan Negara (BPN)

Pembayaran listrik tepat waktu

Pembayaran Jasa telekomunikasi
tepat waktu

Pembayaran air PDAM

tepat waktu

Tersedianya SDM yang
berkualitas dan siap kerja (magang)

10

Pemantauan pelaksanaan SOP bidang
kepegawaian berjalan sesuai
ketentuan

Melakukan koordinasi secara berkala
dengan BKN Regional V

Meningkatkan kerjasama dan
kordinasi untuk pelayanan jaminan
kesehatan bagi pegawai.

Meningkatkan ~ pemantauan  SOP
bidang keuangan serta meningkatkan
kualitas SDM dan intensifkan
pengawasan baik dalam dan luar
kedinasan

Melakukan koordinasi secara berkala

Melakukan koordinasi secara berkala

Melakukan pembelian paket internet

yang memadai

Melakukan koordinasi secara berkala

Menjalin komunikasi dan kerja sama
antar lembaga/instansi dengan baik
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24

25

26

Sekolah

menengah

Atas/Sekolah
Menengah Kejuruan

Penyedia Barang dan

Jasa Pengadilan Tinggi

Negeri Maluku Utara

Pemerintah

Propinsi

Maluku Utara

Dinas

Kebakaran

Pemadam

Tersedianya SDM yang
berkualitas dan siap kerja
(PRAKERIN)

Pemenuhan Barang dan Jasa

Penyedia Barang dan Jasa

Komunikasi dan Koordinasi yang
baik

Terlaksananya sosialisasi
penanggulangan bencana kebakaran

11

Menjalin komunikasi dan kerja sama
antar lembaga/instansi dengan baik

Melakukan Koordinasi dan
kerjasama dengan penyedia barang
dan jasa

Meningkatkan kerjasama dan
koordinasi melalui Forkompimda.

Melakukan koordinasi secara berkala
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2.1. VISI
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BAB 11

VISI-MISI DAN TUJUAN

Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung RI

memiliki

visi sebagai  berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang Agung”.

Dalam  rangka mewujudkan visi tersebut maka dilakukan usaha- usaha perbaikan sebagai berikut:

1.

8.

9.

Melaksanakan fungsi  kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.

Didukung pengelolaan  anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara
proporsional dalam APBN.

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu,
biaya murah dan terjangkau.

Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman,

nyaman, dan kondusif bagi  penyelenggaraan peradilan.

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan criteria obyektif, sehingga

tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
Didukung pengawasan  secara Efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memiliki  manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Visi ini diyakini akan dapat memotivasi aparatur PengadilanTinggi Maluku Utara dalam setiap

tindakannya, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan). Sebagai bagian dari badan peradilan dibawah

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkewajiban untuk mewujudkan pencapaian visi

tersebut, sehingga dalam implementasinya, Pengadilan Tinggi Maluku Utara tinggal mengadopsi visi dimaksud

kedalam Rencana Strategisnya.
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2.2. MiISI

Misi merupakan apa yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
Misi menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan
lebih konkrit  terlihat pada  misi. Dapat dikatakan bahwa misi adalah mengurai dan memperjelas visi.
Dalam proses perumusannya, — misi harus memperhatikan tuntutan lingkungan sehingga dapat berorientasi

kepada kebutuhan pengguna jasa oragnisasi atau satuan kerja.

Visi yang telah dirumuskan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagaimana tertulis pada Bab
sebelumnya menjadi kewajiban untuk mewujudkanpencapaiannya, demikian pula halnya dengan misi sehingga

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi MalukuUtara tidak keluar dari pernyataan misi.

Misi Pengadilan Tinggi Maluku Utara ditetapkan dalam 4(empat) rumusan sebagai berikut:
1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan  kwalitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sewilayah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri
sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi tersebut, maka selanjutnya dirumuskan tujuan yang
merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Perumusan tujuan ini diikuti
dengan penetapan strategis ebagai cara untuk mencapai tujuan. Strategi yang ditetapkan meliputi program-
program yang dijabarkan kedalam kegiatan- kegiatan,antara tujuan dengan program dan kegiatannya harus
memiliki kerangka dan keterkaitan yang logis sehingga keberhasilan pelaksanaan kegiatan akan menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan.
2.3.1. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Maluku Utara seperti yang
dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah

dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi.
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Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1(Satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat secara
tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun
waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan
sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini jugaakan
memungkinkan Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi. Untuk
itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis
yang ditetapkan memiliki indicator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan negeri
Sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tabel Tujun dan Indikator
Kinerja

Indikator Kinerja

Terwujudnya kepercayaan publik atas = Persentase perkara yang diselesaikan

layanan peradilan tepat waktu
Persentase kepuasan para pencari 85%
keadilan terhadap layanan peradilan
Persentase satuan kerja yang telah 100
memiliki sertifikasi akreditasi %
2. | Terwujudnya dukungan pelaksanaan Persentase pembinaan bagi aparatur 100 %
teknis

tugas Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri sewilayah Persentase pembinaan aparatur non 100 %

Pengadilan Tinggi Maluku Utara teknis peradilan
Persentase pelaksanaan pengawasan 100 %

Kinerja aparat peradilan secara optimal
Persentase tranparansi pengelolaan 100 %

SDM, Keuangan dan Aset.
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2.3.2. SASARAN STRATEGIS
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN
Tahun 2020-2024 dan sasaran strategis Mahkamah Agung, maka Pengadilan Tinggi Maluku
Utara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :
1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama
sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung sebagai
berikut:

Tabel 2.2 Kinerja Utama dan
Indikator Kinerja

1.  Terwujudnya Proses Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
Peradilan yang Pasti,
transparan dan Akuntabel Persentase perkara yang diselesaikan tepat 100%
waktu
Persentase penurunan sisa perkara 100%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 50%
Upaya Hukum :
- Kasasi dan
- PK
Index responden pencari keadilan yang puas 80%

terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan Efektifitas Persentase salinan putusan yang dikirim ke 100%
Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Pengelolaan Penyelesaian

Perkara Persentase putusan perkara yang menarik 100 %
perhatian masyarakat yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dijabarkan dalam program-program yang selanjutnya

dijabarkan lagi ke dalam kegiatan - kegiatan. Program dan kegiatan ini merupakan rencana
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terpadu dengan mempertimbangkan sumber daya dan keadaan lingkungan. Program merupakan kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu, sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan sesuai
dengan program yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan visi dan misi. Untuk
mengukur keberhasilan program dalam pencapaian tujuan ditetapkan indikator kinerja. Ukuran keberhasilan ini

bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Indikator kinerja mencerminkan
outcome (hasil) kegiatan-kegiatan. Pada tingkatan kegiatan indikator kinerja merupakan output keluaran).
Mengingat antara kegiatan, programdan tujuan,bahkan visi dan misi memiliki keterkaitan yang logis,
maka keberhasilan pencapaian tingkat kinerja output diharapkan mencerminkan keberhasilan pencapaian hasil

atau manfaat. Masing-masing indicator yang terpilih dilengkapi dengan target-target kuantitatif.

Dalam tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan melaksanakan dua program yang

kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa kegiatan, program dan kegiatan dimaksud adalah:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
» Peningkatan Manajemen Peradilan Umum:
» Indikator Kinerja :
a). Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat
waktu
b). Dukungan Penyelesaian perkara di Pengadilan

). Peningkatan Manajemen Yustisial.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan Umum.
« Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pengadilan Tinggi Maluku Utarta
¢ Indikator Kinerja :
a. Layanan Dukungan Manajemen Satker

b. Layanan Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan Umum.

¢+ Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara
+¢ Indikator Kinerja :

1). Layanan sarana dan prasarana Internal
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BAB IlI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan
berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan
setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis
periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan
percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan
biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu

sebagai berikut:

» Penyelesaian Perkara

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan,
yaitu penyelesaian perkara pada Pengdilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat
Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa
perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima para tahun berjalan. Beban perkara
yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri se-Indonesia dari tahun 2015-2019
adalah sebanyak
23.860.849 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak
23.826.720 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 34.129 perkara.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dari tahun

2015-
2019 adalah sebanyak 73.328 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun
berjalan sebanyak 71.286 perkara diatambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak
2.042 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 68.927 perkara atau 94%, sehingga
terdapat sisa perkara sebesar 4.401 perkara atau 6%, dari penyelesaian perkara tersebut.

Beban perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2015-2019 adalah sejumlah
93.663 perkara terdiri dari perkara yang diterima tahun berjalan sebanyak 80.637
ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 13.026 perkara. Perkara yang
berhasil diselesaikan sejumlah 93.446 perkara atau 99,76%, sehingga terdapat sisa

perkara sebesar 217 perkara atau 0,23%.

» Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan
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Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah
Agung Rl mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian
perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan
tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu
penyelesaian tidak boleh melebih 25 (dua lima) hari. Jumlah perkara yang diselesaikan
melalui Small Claim Court pada lingkungan peradilan umum tahun 2015-2019 sebanyak

14.570 perkara, pada lingkungan peradilan agama sebanyak 12.684 perkara.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi
perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018
tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur
mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara,
pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi,
pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat
mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang

berlaku masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,
Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi,
sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa
hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam
pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan
juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan

secara elektronik.

« Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar
Gedung

Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya
proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2015-2019, Pengadilan Umum
berhasmenyelesaikan 6.797 perkara, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah
berhasil menyelesaikan 81.802 perkara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil

menyelesaikan 47 perkara.
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Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama
bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat
memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum
serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara,
tahun 2015-2018 untuk lingkungan peradilan umum berhasil memberikan jumlah
layanan kepada 34.007 orang, sedangkan di tahun 2019 peradilan umum berhasil
memberikan 80.066 jam layanan. Di lingkungan peradilan agama dan Mahkamah

Syariah berhasil memberikan layanan kepada

737.182 orang, sedangkan peradilan tata usaha negara berhasil memberikan layanan
untuk 1.173 orang.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri
jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lingkungan peradilan umum
jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar pengadikan dari tahun 2015-2019
sebanyak 83.419 perkara. Sedangkan di lingkungan peradilan agama sebanyak 256.348

perkara dan peradilan militer sebanyak 1.000 perkara.

«Restoratif Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk
pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang
hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun
pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restorative justice pada umumnya
menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai
korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH
dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem
dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat
tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana
anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem

Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana
fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai
penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif.
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» Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali
dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga
Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan
kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini
pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem
peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi

pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di
sepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu
antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang
Polhukkam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan
aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data). Sesuai
dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024

Untuk mewujudkan Visi Mahkamah Agung terwujudnya badan Peradilan yang
Agung, Mahkamah Agung Menetapkan Sasaran strategis, sebagai berikut:

=

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

N

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

w

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

&

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai
berikut:
e Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
e Pembatasan perkara kasasi;
e Proses berperkara yang sederhana dan murah
e Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)

e Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
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e Penyempurnaan penerapan sistem kamar

e Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
e Hak uji materiil

e Penguatan lembaga eksekusi

e Keberlanjutan e-Court

e SPPTTI

» Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

« Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung

yang berkualitas.

« Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
« Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara
baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada
Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian
perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung R1 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara
di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan
Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama
dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat
banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah
termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian
perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding,
sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3
bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat
Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi
penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 214/KMA/SK/X11/2014 tentang jangka
waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara

kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka
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waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali
berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan
dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional
prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring
kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk
dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya
percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa

melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan
untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat
diselesaikan melalui small claim court sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah
Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau
disebut small claim court, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat.
small claim court ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015
yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala
kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan small claim court akan dapat mempercepat
proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.
Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara
di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim court maka
keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan
mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi
masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim
court, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan
banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan
tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu

penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claim court
yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan
perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam
sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara
tersebut masuk Kkriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah

gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.
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Terkait putusan akhir small claim court, para pihak dapat mengajukan keberatan
paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya
hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman,
banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan
maksimal yang dapat diselesaikan melalui small claim court dapat ditinjau kembali,
ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi
500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut
dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap small claim court
untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2) Pembatasan Perkara Kasasi

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada
pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama,
sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya
diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh

Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum,
jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga
pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat

ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di
tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari
peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan
permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh
ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama
maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi
dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan
penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya
kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara
pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di
lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan
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mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan.
Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam
proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas
pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar
dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti
pendikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui
pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur
melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan
Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang
ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis
pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat
penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga
diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui
upaya hukum banding maupun kasasi.

3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip
dalam sistem hukum Indonesia.Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah
penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak
dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga

menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau

3 tahun penjara dan termasuk juga
denda); c. Hukum perkawinan (perkara
perceraian); d. Perkara Hubungan

Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat
banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan
biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka

prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.
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4) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar
meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta

memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya
perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan
bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan
menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya
para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan,
maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara
cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat
Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warna negara, konsekuensi Indonesia
sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian
hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi
setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak
akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

e Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,

e Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,

e Mengurangi disparitas putusan,

e Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada
pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan
jenis perkara, yaitu:

e Kamar Pidana

e Kamar Perdata
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e Kamar Agama
e Kamar Militer

e Kamar Tata Usaha Negara

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada
kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif
merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi
sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung
tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam
salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat.
Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku
tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan
pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas
tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau
masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan

korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak
yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian
antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan,
menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung

jawab kepada anak.

8) Hak Uji Materiil

Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil
(HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-
Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat
lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan
judicial review pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-

Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

9) Penguatan lembaga eksekusi
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Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya
tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali
menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang
kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi
ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami conflict of
interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk
menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan
dan pihak keamanan dalam menghadapi ganguan di lapangan, termasuk juga kondisi
hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai

lagi dengan kondisi saat ini.

10) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court)
pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan
implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan
peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap
pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya
aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara
elektronik dari kantor atau rumah (e-filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan.
Dengan aplikasi e- Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung
dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank

melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa

dikarenakan biay

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma
penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis
teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem
manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja,

namun dalam praktek persidangan.

11) SPPT TI
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Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum
seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan
sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak
hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara
mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini
terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu

prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana
yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan
instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem
Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar
instansi yang berwenang manangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan
Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani

pada tanggal 28 Januari

2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri;
Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) yang dalam pelaksanannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA
(Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di
lingkungan

Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut
untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya.
Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan
peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat
meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya
adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu,
dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di

masyarakat.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan

profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan
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Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau
Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat

terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

Kelembagaan (institusional);

o ®

Sarana dan prasarana yang diperlukan;

o

Sumber daya manusia;

o

Program diklat terpadu yang berkelanjutan;

e. Pemanfaatan hasil diklat;

f. Anggaran diklat;

g. Penelitian dan pengembangan.

13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung
yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci
dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas.
Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan
(knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari

perilaku Kkerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat,
penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian
dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi
tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar
dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi
badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga
fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan
penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil
kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competency maupun hard
competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci,
serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk
jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem

pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

0 Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
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0 Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di
sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;

0 Penilaian  kinerja  berbasis
kompetensi;o Remunerasi berbasis
kompetensi;

0 Pola karir berbasis kompetensi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini
sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan
pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di
daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat
kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang
diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis

kompetensi:

1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan
SDM Badan Peradilan

2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan

Peradilan

3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM

serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen
SDM

4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM

5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi,

misi dan sasaran organisasi

6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan
sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi

dan etika profesi.
14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai

berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel
dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena
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kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi
Mahkamah Agung”.

Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan

2. Penguatan SDM pelaksana pebgawasan

3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan

4. Peningkatan akuntabilkitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat

5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan
fungsi pengawasan.

15) Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian pekara perdata dilakukan

melalui peradilan elektronik

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan

jarak jauh

Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi
adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada
perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah

sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan

kewenangan majelis hakim untuk menentukan.

- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung
sidang

(social distancing).

- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang
kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun

dihadirkan di persidangan.
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- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan
alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi

dan situasi persidangan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui
diklat online
d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi

Gedung
kantor

e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara
online.

3.2 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka
Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi
serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung
pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau

Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan
fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk
melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-20124 adalah:
a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan
pembangunan,

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian

prioritas pembangunan,

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.
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SASARAN 1 : PROSEDUR PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Arah Kebijakan : Penguatan dan Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar

a. Dengan diterapkanya sistem
kamar, struktur Organisasi
kepaniteraan sudah tidak sesuai.

b. Konsisten dan kesatuan hukum
menjadi isu sentral dan
implementasi sistem kamar di
MA

a. Tidak lagi diperlukannya proses
pengumpulan dan pengelolaan berkas
perkara yang sebelumnya dilakukan di
Panmud perkara.

b. Terjadi inkonsistensi putusan karena
mekanisme pemeriksaan perkara belum
dijalankan secara benar dan terarah

c. Belum optimalnya rapat pleno rutin
dan rapat pleno perkara (untuk
menjaga kepastian hukum melalui
konsistensi)

d. Belum sepenuhnya dipahami tujuan
sistem Kamar

a. Sejak ditetapkan penerapannya di
2011, telah dilakukan perubahan di

2012: SKK MA No.
071/KMA/SK/11/2012 dan di 2013:
SK KMA

No.112/KMA/SK/11/2013.

b. Penerapan sistem kamar akan
mengurangi disparitas perkara yang
diterima dan diperiksa oleh majelis,
meningkatkan repetisi/pengulangan
sehingga mempercepat penanganan
perkara yang sejenis, produktifitas
penyelesaian perkara meningkat.
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Penataan ulang struktur
organisasi sesuai dengan alur
kerja ~ penanganan  perkara
manajemen perkara

(Restrukturisasi Organisasi MA
menyesuaikan dengan sistem
kamar).

Penguatan database perkara dan
publikasi perkara.

Menempatkan Personel sesuai
database perkara dan publikasi
perkara

Penyempurnaan aturan sistem
kamar

Arah Kebijakan : Pembatasan Perkara Kasasi

a. Tingginya jumlah perkara
masuk ke MA (80% perkara
masuk Banding melakukan
upaya hukum ke MA dan 90%
bagi peradilan Umum sehingg
sulit bagi MA untuk melakukan
pemetaan permasalahan hukum
dan mengawasi konsistensi
putusan

a. Ketidakpuasan para pencari keadilan
terhadap hasil putusan baik di Tingkat
Pertama maupun Tingkat Banding
sehingga memicu para pihak
melakukan upaya hukum kasasi.

b. Penetapan majelis yang bersifat acak
belum sesuai dengan keahlian
mengakibatkan penanganan perkara
belum sesuai dengan keahlian/latar
belakang.

a. Untuk meningkatkan kompetensi

penyelesaian perkara, telah
dilakukan diklat spesialisasi hakim
dalam penanganan perkara.

b. Penerapan sistem kamar

diMahkamah Agung (SKK MA No.
142/KMAJ/SK/1X/2011).

Spesialisasi hakim pada
Pengadilan Tingkat Pertama
untuk menyelesaikan perkara
sesuai dengan bidang keahlian
dan akan diperbarui secara
berkala.
. Penerapan sistem kamar di

Pengadilan Tingkat Banding.

Redesign standar penyelesaian
perkara peradilan umum untuk
meningkatkan kualitas putusan.
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Arah Kebijakan : Penyederhanaan Proses Berperkara dan Menekan Biaya Berperkara

a. Tingkat keberhasilan mediasi
sejak penerapan s/d 2013:+20%
sehingga belum secara efektif
meningkatkan produktifitas
penyelesaian perkara.

b. Kelambatan penyelesaian
perkara perdata meningkatkan
tumpukan Perkara dan
penyelesaian Perkara yang
lama berimplikasi dengan
semakin besarnya biaya serta
dengan prosedur panjang
menimbulkan Kerugian dan
ketidakpastian hukum bagi
pelaku usaha

a.

—h

=

Mekanis meprosedur mediasi belum
efektif mencapai sasaran mengurangi
tumpukan perkara.

Mediasi belum dilaksanakan secara
maksimal dipengadilan.

Belum semua hakim memperoleh
pelatihan mediasi sehingga
pemahaman mereka tentang mediasi
belum seragam.

Jumlah hakim terbatas sehingga
mereka lebih fokus menyelesaikan
perkara secara ligitasi.

Adanya peran pengacara yang
menghambat mediasi karena akan
berimbas pada financial fee yang
mereka dapatkan dari klien.

Tahun 2013, tidak terpenuhinya target
penyelesaian perkara < 1 tahun
(LAKIP MA 2013, target 50%
perkara putus, tercapai 40,79%).

Menurunkan kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga peradilan.

Hasil surveye aseof doing bisnis:
penyelesaian sengketa non ligitasi
tidak efektif dan efisien (498

a.

Sudah berjalan sejak 5 tahun yang
lalu.

Hakim telah mendapatkan pelatihan
mediasi meskipun masih sebagian
Ada lembaga mediasi diluar
pengadilan.

Skema nonligitasi bantuan hukum
ada dalam bentuk mediasi (UU no.
16 tahun 2011).

Untuk meningkatkan kompetensi
penyelesaian perkara, telah
dilakukan diklat spesialisasi hakim
dalam penanganan perkara.
Penerapan sistem kamar
diMahkamah Agung (SKK MA No.
142 | KMA / SK / IX /2011).
Menjadi sasaran dalam cetak biru
Mahkamah Agung RI 2010-2035.
Menjadi arah kebijakan RPIMN
2015-2035.

Tuntutan masyarakat sangat besar
untuk meningkatkan akses peradilan
dengan penyederhanaan proses
persidangan.

Konsep dan mekanisme small claim
telah dibahas dalam naskah

Mempertajam metode
rekruitmen calon peserta
pelatihan mediasi dengan
memprioritaskan pada hakim
yang belum pernah mendapatkan
pelatihan.

Meningkatkan sosialisasi
manfaat medias i: cepat
(maksimal 2bulan) dan murah,
win-winsolution.

Penguatan kerjasama dengan
lembaga mediasi di luar
pengadilan.

Pembentukan dasar hukum
mengenai pelaksanaan small
claimcourt melalui RUU Hukum
Acara Perdata ataupun Peraturan
Mahkamah Agung.

Pelaksanaan Peradilan acara
cepat di Pengadilan Tingkat
Pertama untuk memeriksa
perkara perdata dengan nilai
gugatan kecil

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2020-2024




35

hari,139% biaya klaim dan 40
prosedur berbelit-belit.

Menghambat perkembangan bisnis

khususnya dalam pengusahan kecil.

Menurunkan iklim investasi

Menurunkan iklim investasi
SASARAN: Proses Peradilan yang
pasti, transparan dan akuntabel.

Perlu di bentuk mekanisme

penyelesaian perkara secara cepat dan
murah.

Saat ini, Small Claim Court belum

masuk RUU Hukum Acara Perdata
sementara tahun 2013, RUU tersebut
sudah masuk prolegnas

akademis RUU Hukum Acara
Perdata

Arah Kebijakan : Penguatan Akses Peradilan

Pembebasan biaya perkara
kepada masyarakat miskin
meskipun dari sisi realisasi
meningkat dari tahun ke tahun,
namun masih memiliki kendala
keterbatasan anggaran dan
laporan keuangan perkara
Pelaksanaan Sidang
Keliling/Zittingplaats masih
belum mampu memenuhi
permintaan masyarakat karena
keterbatasan anggaran
Pelaksanaan Posbakum yang
menjadi media konsultasi
hukum bagi pihak tidak
mampu, pada pelaksanaannya
masih mengalami kendala
potensi Duplikasi dengan
Program Nonlitigasi BPHN

a.

Alokasi anggaran tidak mampu
menutup seluruh komponen biaya
penyelesaian perkara yang akan
dibiayai.

Adanya sikap masyarakat yang
malu/tidak yakin bila mendapat
perlakuan khususs ebagai orang
miskin dan mereka biasanya tinggal
dipinggir kab/kota.

Penetapan target perkara belum
memanfatkan data potensi perkara
miskin dilihat dari jJumlah penduduk
miskin tiap kabupaten/kota.
Pertanggungjawaban keuangan untuk
proses penyelesaian perkara yang
belum selesai sampai akhir tahun
anggaran.

PERMA No.1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian layanan hukum
bagi masyarakat tidak mampu di
Pengadilan.

UU No.16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum yang dilaksanakan
oleh BPHN

Menjadi sasaran dalam cetak biru
Mahkamah Agung RI 2010-2035.

. Sudah menjadi Sasaran dalam Cetak

Biru Mahkamah Agung RI 2010-
2035.

PERMA No.1 Tahun 2014
memberikan peluang untuk
menggabungkan pelaksanaan pos
pelayanan bantuan hukum secara
terpadu melalui sidang
keliling/Zittingplaats.

Publikasi program pembebasan
biayaperkara kepada masyarakat.
Penajaman estimasi baseline
berdasarkan data dan penguatana
lokasi anggaran.

Meningkatkan kerjasama dengan
BPHN tentang mekanisme
penggunaan jasa OBH (peraturan
bersama).

Meningkatkan koordinasi dengan
kementerian keuangan dan BPK
untuk mendapatkan perlakuan
tersendiri atas
pertanggungjawaban
keuangannya.

Penajaman Estimasi Baseline
berdasarkan data dan penguatan
lokasi anggaran.
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terkait OBH (Organisasi
Bantuan Hukum)

Masyarakat miskin dan marjinal yang
secara geografis dan ekonomi sulit
menjangkau layanan peradilan.
Penetapan target lokasi/perkara belum
memanfaatkan luas wilayah hukum
masing-masing pengadilan dan
tingkat kesulitan geografis.

Alokasi anggaran tidak mampu
mencukupi kebutuhan operasional
sidang keliling /zitting plaats
Pelaksanaan sidang keliling
terkendala dengan tempat sidang bila
tidak ada alokasi biaya sewa dan
karena pelaksanaan bersifat isidentil
diperlukan biaya decorum/kebersihan.
Susenas (Survei Sosial Ekonomi
Nasional) 2012 terdapat 24 juta anak
yang tidak memiliki akta kelahiran,
dan 40 juta jika termasuk mereka
yang tidak bisa menunjukan akta
kelahiran.

Survei identitas hukum olehPusat
Kajian Perlindungan Anak
(PUSKAPA), 64% responden
memandang negative terhadap akta
kelahiran yang hanya mencantumkan
nama ibu.

Sebaran OBH belum merata di setiap
Kab/Kota dan belum mampu
menyediakan kebutuhan pengadilan
setiap Kab/Kota.

Posbakum yang bertugas untuk
memberikan layanan pembuatan surat
gugatan/konsultasi hukum bagi
masyarakat miskin, pada realisasinya

Pelayanan Terpadu hak identitas
hukum melalui sidang keliling (akta
nikah, akta cerai dan akta kelahiran
Menjadi Sasaran Dalam Cetak Biry
Mahkamah Agung RI 2010-2035
UU No.16 Tahun 2011 dan PERMA
No.1 Tahun 2014

Ada komitmen baik MA maupun
BPHN untuk melakukan kerjasama.

Memperkuat kerjasama dengan
Kementerian Negeri dan
Kementerian Dalam Negeri
dengan menyusun peraturan
bersama.

Meningkatkan kerjasama dengan
BPHN tentang mekanisme
penggunaan jasa OBH (peraturan
bersama)

Penguatan alokasi anggaran
Posbakum melalui penyusunan
Baseline berdasarkan data rill
baik dari sisi OBH maupun dari
Pengadilan.
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banyak memberikan konsultas ipada
para pihak tidak miskin (tidak ada
surat miskin) tapi tidak mampu
membayar pengacara / advokat).
Alokasi anggaran posbakum yang
ditetapkan dalam bentuk jam layanan,
jumlah jam layanan belum
sepenuhnya mencerminkan kebutuhan
tiap pengadilan.

Belum ada kesepakatan Pemetaan
data antara OBH dengan poshakum
dipengadilan dan bagaimana
mekanisme pengawasannya.

SASARAN 2 : PENINGKATAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN

Arah Kebijakan : Penataan Ulang Manajemen Perkara

Tidak ada kemampuan untuk
mengontrol secara efektif
Masih ada disparitas putusan
atas perkara-perkara sejenis
oleh majelis yang berbeda dan
pemalsuan dokumen putusan.
Pemilahan dokumen yang
masuk diBiro Umum bisa
memakan waktu yang lama.
Masih belum merata beban
perkara disetiap hakim sehingga
kinerja memutus perkara tidak
sebanding dengan beban
perkara masuk.

Penyampaian salinan putusan
ke pengadilan pengaju
memakan waktu lama.

a. Sistem informasi perkara yang ada

belum terintegrasi dengan sistem
informasi penerimaan berkas.

. Penggunaan sistem komunikasi data

belum efektif (partisipasi tinggi tetapi
belum ada data mengenai compliance).

. Proses pemeriksaan pada majelis masih

sangat tergantung dengan berkas fisik.

. Tidak adanya sistem pengklasifikasian

berkas putusan pengadilan.

. masih ada kesalahan ketika terhadap

putusan baik kesalahan ketik(typo) atau
substansi.

Tidak ada tindakan tegas terhadap
pelaksana.

. Tidak ada mekanisme control process

koreksi majelis.

. Tidak ada sistem yang menjamin

keamanan proses pencetakan putusan.

. Sistem Informasi perkara SIPP,

SiadPA, SiadTUN dan SiadMil.

. Agenda Penataan ulang organisasi

administrasi perkara pada Cetak Biru
2010-2035.

. Agenda penataan ulang proses

administrasi perkara pada Cetak Biru
MA 2010-2035.

. Berkas Elektronik yang dikirim

(SEMA No.14 Tahun 2010) E-
Dokumen

Integrasi sistem informasi perkara
pada informasi penerimaan
berkas.

. Sistem monitoring yang

mendukung produktifitas kinerja
Fitur secure printing dan
standarisasi prosedur pencetakan.
Standarisasi fisik amplop
pengiriman berkas; Amplop
dilengkapi dengan barcode.

. Manata ulang layout infrastruktur

pelayanan dan administrasi.
Peningkatan database putusan
dengan menambah beberapa fitur
(resume perkara, kata kunci).

. Pengaturan/pedoman yang jelas

untuk pembagian perkara.

. Pengaturan Klasifikasi Perkara

melalui sistem informasi perkara.
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Tidak ada pembedaan fisik antara
berkas perkara dan surat umum.
Terpisahnya unit kerja yang
bertanggungjawab menerima berkas
dan melakukan penelaahan(Biro
Umum dan Kepaniteraan).

Proses registras imanual terpisah
dengan proses registrasi informasi
perkara.

Distribusi belum mempertimbangkan
status tunggakan perkara.

. Tidak ada proses identifikasi perkara

dengan substansi yang sama.

Perkara yang saling terkait tidak
ditangani oleh majelis hakim yang
sama.

Belum ada standarisasi prosedur
pengiriman.

Update informasi ke sistem informasi
perkara sering tertunda karena ada
kesalahan.

i. Kebijakan Panitera Mahkamah
Agung melakukan Monev
Aktifitas Upload Putusan

Arah Kebijakan : Penggunaan Parameter Obyektif Dalam Pelaksanaan Pen

gawasan

Dengan berlakunya Peraturan
Pemerintah No. 94 Tahun 2012
tentang Hak Keuangan dan
Fasilitas Hakim Yang

Berada diBawah Mahkamah
Agung, maka SK KMA No.
071/KMA/SK/V/2008 tentang
Ketentuan Penegakan Disiplin
Kerja Dalam Pelaksanaan
PemberianTunjangan Khusus

a.

Belum adanya evaluasi dan
harmonisasi peraturan yang ada.

Belum ada kajian mengenai
klasifikasi bobot perkara dan ukuran
standar minimum produktivitas hakim
dalam memutuskan perkara dengan
jumlah dan bobot tertentu.

a. Adanya keinginan yang kuat dari
Pimpinan untuk mewujudkan
peningkatan kinerja, integritas dan
disiplin hakim.

b. Telah adanya kebijakan Pimpinan
dalam penyusunan Standar Kinerja
Pegawai (SKP).

a. Penyusunan regulasi penegakan
disiplin, peningkatan kinerja dan
integritas hakim pada badan
peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung.

b. Diadakannya pendidikan dan
pelatihan penyusunan dan
pengukuran SKP.
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Kinerja Hakim Dan Pegawai
Negeri Pada Mahkamah Agung
RI dan Badan Peradilan Yang
Berada diBawahnya tidak
berlaku lagi untuk Hakim.

b. Belum berjalannya sistem

evaluasi kinerja yang
komprehensif.

Arah Kebijakan: Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat

Rentang kendali 832 satuan
kerja menjadikan
BadanPengawas kesulitan untuk
Menindaklanjuti semua laporan
yang ada.

PengadilanTingkat Banding
sebagai ujung tombak
pengawasan untuk menindak
lanjuti laporan dari daerah,
belum berfungsi maksimal
karena pengadunya tidak jelas
sehingga sulit untuk
diklarifikasi.

a.

Masih banyak masyarakat belum
mengetahui dan

memahamimekanisme pengaduan.

Belum adanya regulasi jaminan
mengenai kerahasiaan dan
perlindungan terhadap identitas
pelapor pengaduan.

Belum adanya regulasi sistem
pengaduan terhadap pelapor yang
tidak jelas identitasnya.

a.

Keputusan KMA RI
No.076/KMA/SK/V1/2009 tentang
petunjuk pelaksanaan penanganan
pengaduan dilingkungan lembaga.
Mekanisme Layanan Pengaduan.
Untuk mendukung tertib
administrasi penanganan pengaduan
Badan Pegawasan menggunakan
aplikasi berbasis web dan teknologi
client server serta database yang
tersentralisasi,untuk mempermudah
pengintegrasian data(Sistem
Informasi Persuratan/Pengaduan;
Sistem Informasi penelusuran
pengaduan/tindak lanjut pengaduan;
Sistem Informasi Kasus; Sistem
Informasi Hukuman Disiplin;
Sistem Informasi Majelis
Kehormatan Hakim; Sistem
Informasi whistleblowing).
Rancangan perubahan terhadap SK
KMA Nomor
076/KMAJ/SK/V1/2009 tentang

Penyederhanaan alur
pengawasan internal.

Membantu mekanisme
Penyampaian dengan jaminan
kerahasiaan tinggi bagi pegawai
internal.

Rancangan perubahan atas SK
KMA No. 216 / KMA
/SK/X11/2011 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan melalui
Layanan Pesan Singkat (SMS),
dimaksudkan untuk menampung
dan mempermudah penyampaian
pengaduan berkaitan dengan
whistleblower/justice
collabolator melalui aplikasi
sistem web Badan Pengawasan.
Penyusunan Standarisasi
Pengaduan bagi Pelapor yang
tidak jelas.

Peningkatan kapasitas aparatur
pengadilan yang beroreantasi pada
pelayanan masysrakat.
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Pedoman Pelaksanaan Penanganan
Pengaduan di Lingkungan Lembaga
Peradilan. Penyempurnaan SK
KMA Nomor 076 / KMA / SK / VI
/2009 pada intinya mengenai masa
kadaluarsa pengaduan dan susunan
tim pemerik sayang berkaitan
dengan pelanggaran Hakim, non
Hakim, Pegawai Negeri Sipil (PNS),
dan penyesuaian dasar hukum
penetapan hukuman disiplin sesuai
peraturan perundang-undangan
terbaru.

Dorongan terhadap pengadilan
untuk mendapatkan sertifikasi
Standar Pelayanan Organisasi
(1S0O), yang dikeluarkan oleh
lembaga eksternal dan melakukan
pengawasan secara terus- menerus
guna meningkatkan kualitas
pelayanan publik pengadilan.

Arah Kebijakan : Redefinisi Hubungan MA dan Komisi Yudisial Sebagai Mitra Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Belum adanya kesepahaman
hubungan kerjasama antara
Mahkamah Agung dengan
Komisi Yudisial sebagai
Lembaga Pengawas eksternal

a.

Pengaduan yang diterima oleh Komisi
Yudisial perlu dikoordinasikan
dengan Mahkamah Agung.

a.

Peraturan Bersama Mahkamah
Agung dan Komisi Yudisial No. 02 /
PB/MA/1X/2012-02 / PB / P. KY
/ 09 /2012 tentang Panduan
Penegakan Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim

Peraturan Bersama Mahkamah
Agung dan Komisi Yudisial No.03 /
PB/MA/1X /2012-
03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Bersama.
Peraturan Bersama Mahkamah
Agung dan Komisi YudisialNo. 04 /
PB/ MA /IX [2012-
04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata
Cara Pembentukan, Tata Kerja dan
Tata Cara Pengambilan Keputusan
Majelis Kehormatan Hakim

Penyusunan kesepakatan teknis
tindak lanjut pengaduan dengan
Komisi Yudisial sebagai Lembaga
Pengawas Eksternal.

Dukungan sarana dan prasarana
dalam pelaksanaan pengawasan
eksternal.
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SASARAN 4 : PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG HANDAL

Arah Kebijakan : Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Masih banyak pegawai yang
belum mengusai teknologi
informasi dan komunikasi
dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.

a.

Pada umumnya pegawai belum
sepenuhnya memahami pentingnya
Teknologi Informasi Komputer (TIK)
dalam menunjang kelancaran tugas
dan fungsi.

. Dalam cetak biru pembaruan

peradilan 2010-2035, bahwa
teknologi informasi dan komunikasi
sebagai salah satu prioritas
perubahan.

Kepastian karier dan kesejahteraan
untuk fungsional pengelola
Teknologi Informasi Komputer
(TIK) diatur dalam UU ASN no.5
tahun 2014.

Pelatihan SDMd alam
pemanfaatan Teknologi Informasi
Komputer(TIK).

Pemberian kepastian karier dan
kesejahteraan yang memadai serta
pendidikan dan pelatihan guna
meningkatkan profesionalitas
tenaga fungsional Teknologi
Informasi Komputer (TIK).

ARAH KEBIJAKAN DAN PENGUATAN REGULASI

Belum adanyaa kajian
mengenai standarisasi
kebutuhan teknologi informasi
computer (TIK)

Belum tertatanya organisasi dan
tatalaksana pengelolaan
informasi komputer (TIK)
dengan baik

Belum ada dilakukan sepenuhnya
pengkajian
pengembangan/pemanfaatan
Teknologi Informasi Komputer (TIK)
dalam mendukung kebuguhan
organisasi

Pengelolaan Teknologi Informasi
Komputer (TIK) terutama di Satker
Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
belum tertata dengan baik.

Dalam Cetak Biru Pembaruan
Peradilan 2010-2035, bahwa
teknologi informasi dan komunikasi
sebagai salah satu prioritas
perubahan.

. Agar segera disusun standarisasi

Teknologi Informasi Komputer
(TIK) dalam mendukung
kebutuhan organisasi.

. Pembuatan kebijakan /regulasi

yang mampu mendorong
pengembangan teknologi
informasi computer (TIK) untuk
seluruh satker di lingkungan MA.

. Dibentuknya Tim Teknologi

Informasi Komputer (TIK) pada
setiap Satker.

Arah Kebijakan : Transparansi Kinerja Secara Efektif Dan Efesien

Sarana dan prasarana teknologi
informasi yang ada dan
pemeliharaanya pada umumnya
belum memenuhi standarisasi

a.

Perkembangan Teknologi Informasi
yang dinamis

Masih belum optimalnya
memanfaatkan Teknologi Informasi

Adanya SK KMA
No.1/144/KMAJSK/1/2011

. Dalam cetak biru pembaruan

peradilan 2010-2035, bahwa

. Menyediakan sarana dan prasarana

pengembangan infrastruktrur akses
komunikasi data yang ideal.
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guna optimalisasi teknologi
informasi.

Pengembangan program
aplikasi untuk mendukung tusi
belum sepenuhnya
terkoordinasi dengan baik
sehingga sangat sulit untuk
mengintegrasikan database
yang dihasilkan dengan
program aplikasi satker dan
instansilainnya.

Anggaran yang diperlukan
untuk pengembangan dan
pemeliharaan perangkat
Teknologi Informasi Komputer
(TIK) sering dikeluhkan oleh
pengelola Teknologi Informasi
Komputer (TIK).

Komputer (T1K) dalam melakukan
koordinasi baik dengan internal
instansi maupun antar instansi.

c. Belum tersedia dengan cukup c.
anggaran yang diperlukan untuk
pengembangan dan pemeliharaan
perangkat Teknologi Informasi
Komputer (T1K) yang sesuai dengan
kebutuhan.

teknologi informasi dan komunikasi
sebagai salah satu prioritas
perubahan.

Dalam cetak biru pembaruan
peradilan 2010-2035, bahwa
teknologi informasi dan komunikasi
sebagai salah satu prioritas
perubahan.

Penyusunan aplikasi IT yang
teintegrasi dalam database
Mahkamah Agung.

Perlu ada anggaran yangcukup
untuk secara terus-menerus
memelihara mutu layanan TIK.

SASARAN 5 : PENINGKATAN KOMPETENSI DAN INTEGRITAS SDM

Arah Kebijakan : Penataan Pola Rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

Pemenuhan kebutuhan formasi
SDM belum sesuai dengan
kompetensi yang dibutuhkan.
Belum ada kesepakatan antara
KY dan MA tentang
mekanisme rekruitmen cakim
sebagai pejabat Negara.

a. b.

Sistem rekrutmen di Mahkamah
Agung belum memenuhi kriteria
obyektif sesuai SDM yang
dibutuhkan.

Belum ada parameter penentuan
formasi hakim berdasarkan beban
kerja setiap pengadilan secara lebih
objektif dan akurat.

Belum ada tujuan rekrutmen hakim
yang lebih mengedepankan upaya
memperoleh calon yang berkualitas
selain mengisi formasi yang
kosong.

Belum berlakunya prinsip
pentingnya komposisi hakim

a.

Rekrutmen dan Seleksi berbasis
kompetensi.
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dipengadilan yang mencerminkan
keberNegerin yang ada dalam
masyarakat dalam rangka
efektivitas mediasi.

Belum ada teskepribadian (tes
psikologi) dari pihak yang
berkompeten dalam menggali serta
mengukur potensi seseorang untuk
menjalankan fungsi peradilan
dengan baik.

Belum dilakukannya talent
scouting ke berbagai universitas
dengan.

akreditasi memuaskan untuk
mendapatkan input aparatur
peradilan yang berkualitas.

Belum ada sistem rekrutmen
Asisten Hakim Agung

Arah Kebijakan : Penataan Sistem Pembinaan dan Pola Promosi Mutasi Sumber Daya Manusian Peradilan.

Sistem pembinaan meliputi
peningkatan
kapabilitas/keahlian, rotasi,
mutasi dan karir baik hakim
maupun non hakim perlu
ditingkatkan dengan parameter
obyektif (rewardand
punishment)

a.

Perbaikan sistem pembinaan aparatur
peradilan belum sesuai dengan
kebutuhan

Belum ada ketentuan sebagai acuan
yang mengatur sistem pembinaan
aparatur peradilan untuk
menggantikan berbagai peraturan
perundang-undangan teknis yang
selama ini mengatur pembinaan SDM
aparatur peradilan.

Belum terlaksananya perbaikan
standarisasi sistem pelaksanaan
promosi dan mutasi bagi pegawai.
Belum ada tim yang bertugas
melakukan sinkronisasi berbagai
peraturan perundang-undangan yang

a.

Telah dilakukan Assessment untuk
Pejabat setingkat Eselon 111 untuk
pengembangan organisasi

Telah dilaksanakan Pelatihan
Sumber Daya Manusia Profesional
Bersertifikat untuk pejabat setingkat
Eselon Il dan IV.

Mengembangkan dan
mengimplementasikan sistem
manajemen SDM berbasis
kompetensi (Competency
BasedHR Management)
Menempatkan ulang dan mencari
pegawai berdasarkan hasil
assessment.

Pelaksanaan program pendidikan
dan pelatihan hakim dan pegawai
secara berkelanjutan (capacity
building).

Menyusun strandarisasi sistem
pendidikan dan pelatihan aparatur
peradilan (unit pelaksana Diklat).
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selama ini mengatur status hakim
sebagai PNS dengan UUN0.43/1999
yang mengatur status hakim yang
baru sebagai pejabat negara.

Menyusun regulasi penilaian
kemampuan SDM di MA untuk
menuju pembaruan sistem
manajemen informasi yang
terkomputerisasi.

SASARAN 6 : PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET, KEUANGAN DAN KINERJA ORGANISASI

Arah Kebijakan : Mewujudkan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Pagu Anggaran Mahkamah
Agung belum mencukupi
kebutuhan operasional
Mahkamah Agung, pemenuhan
pagu anggaran masih
tergantung pada keputusan
legislative Eksekutif serta
Mahkamah Agung belum bisa
Memanfaatkan kembali
Pemasukan pendapatan
Mahkamah Agung kepada
pemerintah melalui PNBP.

a.

Mahkamah Agung harus mampu
menyusun perencanaan anggaran
yang akuntabel dan terukur.
Mewujudkan kemandirian Anggaran
Mahkamah Agung.
AdanyaTransparansi Pengelolaan
Anggaran di Mahkamah Agung.

. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Mahkamah Agung sejak
Tahun 2010 bebas dari blokir.

. Komunikasi dan koordinasi

Mahkamah Agung dengan lembaga
legislative dan eksekutif sangat
harmonis.

. Pagu dan realisasi anggaran

Mahkamah Agung telah ditampilkan
dalam web Mahkamah Agung.

. Penyusunan perencanaan anggaran

dan data dukung seakurat
mungkin.

. Menyusun baseline kebutuhan riil

anggaran secara akurat.

. Menumbuhkan pemahaman

bersama tentang kemandirian
Badan Peradilan.

. Melakukan koordinasi secara

intensif dengan lembaga eksekutif
dan yudikatif guna mewujudkan
keputusan bersama tentang
kemandirian anggaran.

Arah Kebijakan : Akuntabilitas Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran

Belum ada kesepahaman
standar harga barang dan jasa
internal Mahkamah Agung.
Kurang efektifnya penyusunan
rencana kerja jangka pendek,
menengah dan panjang MA dan
badan pengadilan dibawahnya
untuk mendukung proses
perencanaan, penyusunan dan
pertanggungjawaban anggaran.
Belum efektifnya pelaksanaan

a.

Belum adanya ketentuan dari
pengguna Anggaran untuk
menggunakan standar harga barang
dan jasa yang ditetapkan oleh
lembaga yang berwenang.
Kurangnya koordinasi dan
kesepahaman tentang sistem
perencanaan dan pengelolaan
anggaran.

Adanya komitmen dari unsur
pimpinan agar pelaksanaan
anggaran berbasis kinerja.

Adanya penetapan KMA tentang
rencana kerja jangka pendek,
menengah dan panjang MA dan
badan pengadilan dibawahnya yang
tertuang dalam cetak Biru.

Sudah ada suborganisasi yang
terkait fungsi tersebut.

Melakukan koordinasi secara
intensif dalam pelaksanaan
anggaran.

Penyusunan Standar Biaya
Internal yang belum diatur
Melakukan koordinasi dan
analisa secara intensif terhadap
baseline.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2020-2024,




45

bimbingan dan monitoring serta | c.  Mengefektifkan kinerja Bimbingan Telah diterbitkannya setiap awal Melakukan penataan ulang
evaluasiatas pelaksanaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahun anggaran SK Sekretaris kegiatan dan indikator
penyusunan anggaran. penyusunan anggaran. Mahkamah Agung tentang kinerjanya.

d.  Belum terpenuhinya d. Kualitas dan kuantitas Pengelola Petunjuk Teknis Pelaksanaan Melakukan koordinasi berkala
kompetensi dan standar SDM keuangan belum sesuai dengan Anggaran. antarlini dalam rangka
Pengelola Keuangan yang ideal. kompetensi dan beban kerja yang ada. Telah diterbitkan sertifikasi bagi akuntabilitas penyusunan

e.  Kurang efektifnya hasil evaluasi | ¢ getjap tahun masih ada temua dari Bendahara Pengeluaran. perencanaan anggaran.
pelaksanaan anggaran dalam BPK atas pelaksanaan anggaran di Telah diterbitkannya Keputusan mendorong disusunnya SBK.
penyusunan perencanaan Mahkamah Agung. Sekretaris MA No. Memperkuat kemampuan SDM
anggaran f.  Belum adanya sinergi antara 166/SEK/SK/X1/2013 tanggal 22 Pengelolaan Anggaran.

pelaksanaan anggaran dan November 2013 tentang Penetapan Adanya keharusan pelaksanaan
penyusunan perencanaan anggaran. Unit Layanan Pengadaan (ULP). anggaran dilakukan oleh unit
g. Pelaksanaan anggaran masih berbasis Telah dibentuknya LPSE di layanan pengadaan internal.
pada indicator output. Mahkamah Agung. Adanya keharusan pengumuman
Opini WTP atas Laporan Keuangan pengadaan barang dan jasa
Mahkamah Agung. melalui LPSE Mahkamah
Adanya komitmen pimpinan Agung.
Mahkamah Agung untuk transparansi pengelolaan
meningkatkan peforma kerja penerimaan dan belanja.
Diterapkannya reward and
punishment.
Diterapkannya anggaran.
Adanya keharusan pelaksanaan
Anggaran Berbasis Indicator
Outcome
Arah Strategi : Pengelolaan Transparanci Manajemen Aset Di Peradilan
a.  Kurang efektifnya pengelolaan | a.  Rentang kendali satuan kerja a. Adanya aplikasi SIMAK BMN yang Melakukan evaluasi secara
aset Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang tersebar di terintegrasi dengan aplikasi berkala aplikasi SIMAKBMN.
seluruh wilayah Indonesia. komdanas diMahkamah Agung. Melakukan koordinasi berkala
b. Kurang difahaminya manajemen . Adanya opini WTP mengenai dengan DJKN.
Hibah. pengelolaan asset Mahkamah Menyusun SOP tentang regulasi
c. Belum optimalnya analisa Agung. Hibah.

resiko terhadap asset milik negara,
sehingga belum pernah ada antisipasi

. Telah diterbitkannya Perma No 2

Tahun 2014 tentang Tata Cara

Melakukan evaluasi setiap
triwulan mengenai hibah.
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terhadap aset milik negara yang rusak
atau antisipasi terhadap potensi
terjadinya permasalahan hukum.

Pelaksanaan Kerjasama antara
Mahkamah Agung dengan Pemberi
Hibah.

Melakukan Sosialisasi tentang
regulas ihibah.
Melakukan inventarisasi,

d. Adanya komitmen unsur pimpinan Evaluasi dan verifikasi data asset
terhadap pengamanan aset secara berkala.

Melakukan Pendataan dan
percepatan Penetapan Status
Penggunaan (PSP) BMN Sesuai
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 218 Tahun 2013 pada
satker dilingkungan Mahkamah
Agung RI..

Arah Strategi : Penataan Organisasi Dan Tata Laksana

Struktur Organisasi MA pasca | a.  Belum dilakukannya Evaluasi a. Adanya komitmen pimpinan Melakukan analisa dan

satu atap belum sepenuhnya Struktur Mahkamah Agung dalam Mahkamah Agung untuk reorganisasi struktur organisasi

mampu menunjang pelaksanaan rangka menunjang tugas dan fungsi optimalisasi kinerja aparatur Mahkamah Agung.

Tugas dan Fungsi aparatur Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Menyusun buku pedomanyang

Mahkamah Agung b. MA menjadi pilotproject penataan berisi penjelasan mengenai

kembali struktur organisasi atau
biasa dikenal sebagai restrukturisasi
dalam kerangka RB.

rincian tugas dan fungsi
Mahkamah Agung

Arah Stratgi : Pengembangan Budaya Organisasi Yang Efektif.

Budaya organisasi yang
cenderung feudal dan masih
kentalnya KKN (Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme) juga
menjadi sebab belum
profesionalnya organisasi MA
dan badan-badan peradilan
dibawahnya.

a.

MA dan badan peradilan dibawahnya
belum memahami dan belum
melaksanakan perubahan pola pikir
dan budaya berdasarkan nilai-nilai
organisasi

Adanya nilai-nilai utama badan
peradilan :

Integritas dan Kejujuran.
Akuntabilitas.

Responsibilitas.

Keterbukaan.

Ketidakberpihak.

Perlakuan yang sama dihadapan
Hukum.

Melakukan sosialisasi nilai-nilai
utama badan peradilan
Meningkatkan efektifitas kinerja
mahkamah Agung.

Mendorong pelaksanaan sepuluh
budaya malu bagi aparatur
Mahkamah Agung
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3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Sesuai  dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agnung RI tersebut diatasserta
dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara  Yang Agung,
maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara menetapkan 6 sasaran sebagai berikut :

1) Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3) Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

6) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas  memiliki arah kebijakan sebagai berikut :
Sasaran Strategi 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran stategis proses peradilan yang pasti, trasparan dan akuntabel,
ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

(1) Proses berperkara yang sederhana, (2) Penguatan akses peradilan. Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya bahwa setiap tingkat keberhasilan sistem informasi penelusuran perkara
(SIPP) dan CTS. Bahwa setiap perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim, maka majelis
hakim dan Panitera Pengganti dalam waktu 1X24 Jam harus menginput putusan tersebut dalam
SIPP. Inputan putusan tersebut mengandung makna agar setiap masyarakat pencari keadilan dapat
penelusuri proses perkaranya pada tingkat banding. Kemudian untuk mengetahui bagaimana
putusan perkara tersebut, maka dapat diakses melalui situs CTS Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
Sasaran Strategis 2 :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang
menyatakan bahwa perkara- perkara perdata umum,perdata Negeri dan perkara tata usaha Negara,

kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan
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Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada
Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Disamping itu untuk merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara

dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung

telah  mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/V11/2013 tentang

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir
ketiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan
sejak berkas perkara diterima olen Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu
penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata
Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor
2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan
Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada
Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk
penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara diwilayah hukum Pengadilan
Tinggi Maluku Utara dan tindak lanjut atas regulasi yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung,
maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara dengan tidak mengesampingkan aturan yang
telah berlaku.

Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut: (1) Pembebasan biaya
perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang Keliling/Zittingplaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan
Hukum sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2014 dilakukan dengan 3
(tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
b. Sidang Keliling/Zittingplaats ;

c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum.
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Sasaran Strategis 4 :
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam rangka Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara diwilayah hukumnya,

Pengadilan Tinggi Maluku Utara melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.
Sasaran Strategis 5

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara

dan jajarannya secara optimal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur Pengadilan Tinggi

Maluku Utara dan jajarannya, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

(1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;

(2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan dan

(3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.
Sasaran Strategis 6 :
Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk  mewujudkan sasaran strategis peningkatan tranparansi pengelolaan SDM,
Keuangan dan Aset, sistem promosi dan mutasi pegawai hingga pengelolaan keuangan dan asset
dalam wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan didukung oleh

sistem yang terkomputerisasi dan tenaga yang ahli.
3.3. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang- Undang Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari

salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 4 ayat (2) menyatakan:
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“RPJM Nasional merupakan Penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang
penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan
Nasional, kebijakan umum, program kementrian/lembaga dari lintas

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro
yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal

‘

dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “.

Seiring dengan diterbitkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya
terwujudnya kepastian hukum, maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-
undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada
RPJM periode ke 111 tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program
pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin

mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Dalam  melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun
2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga, maka kementerian/lembaga
dimaksud harus menetapkan  kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna
pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan
regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan

penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini
diatur dalam Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2020 tentang pedoman Penyusunan RPJMN
2020-2024 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor :
2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian
Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2020-2024 adalah :

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan
pembangunan ;

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung prioritas pembangunan ;

¢. Meningkatkan efesiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan

regulasi.
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Pengadilan Tinggi Maluku Utara Sebagai salah satu satuan kerja dibawah Mahkamah Agung
dalam merealisasikan program Pemerintah yang dituangkan dalam dalam RPJM tahun 2020 - 2024
juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan
Tinggi Maluku Utara sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang
dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.
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perkara
Penataan  ulang
manajeman perkara

proses

Maluku Utara

Prosedur (SOP)

2. Optimalisasi
Manajemen
Perkara

Peningkatan penyelesaian

perkara.

Peningkatan efektifitas
pengelolaan  penyelesaian
perkara.

Peningkatan  aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan

Peningkatan kualitas SDM

o Implementasi SK
KMA tentang
Percepatan
penyelesaian perkara

o Peningkatan Pelayan
Publik

o Standarisasi
Pelaksanaan
BIMTEK

o Juklak/Juknis tentang
percepatan
Penyelesaian
Perkara.

o Pembuatan Surat
Edaran peningkatan
Pelayanan Publik.

o Juklak/Juknis
BIMTEK

o Standar Operasional
Prosedur

Panitera PT.Maluku
Utara

KERANGKA REGULASI
Isu Strategis Arah Kebijakan 2020-2024 Arah Kerangka | Kebutuhan Regulasi Penanggungjawab Bagian Terkait
Regulasi
1. Peningkatan Penyederhanaan proses | o Penguatan pada 6 | o Surat Edaran Hasil
Penyelesaian berperkara, Penguatan akses Satuan Kerja Rapat Pleno
Perkara pada keadilan lingkungan o MOU Pelaksanaan
Modernisasi manajemen Pengadilan  Tinggi Standar Operasional

Kepaniteraan
PT.Maluku Utara,
Kesekretariatan
PT. Maluku Utara
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3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah salah satu institusi dibawah Mahkamah Agung yang
memiliki fungsi dalam penanganan perkara tingkat banding diwilayah hukumnya, selain itu
Pengadilan Tinggi Maluku Utara memiliki fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap jajarannya.
Dengan memiliki tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Tinggi Maluku Utara melalui
ketentuan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung memiliki struktur organisasi dalam
menjalankan fungsinya. Perma Nomor 7 Tahun 2015 merupakan regulasi yang dikeluarkan
Mahkamah Agung dalam menjabarkan kerangka kelembagaan. Pengadilan Tinggi Maluku Utara
dalam melaksanakan fungsinya dijalankan oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepaniteraan diatur dalam Perma 7 Nomor Tahun 2015:
Pasal 19;

Ayat (1)

“Kepaniteraan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas

dan fungsinya berada di bawah dan tanggungjawab Ketua Pengadilan Tinggi”
Ayat (2)
“Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Panitera”

Pasal 20

“Kepaniteraan Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang

teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara”
Pasal 21

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Panitera Pengadilan Tinggi

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam

pemberian dukungan dibidang teknis;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
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pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan

transparansi perkara;

pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang
ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan

administrasi Kepaniteraan.

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikann Ketua Pengadilan Tinggi.

Kedudukan dan fungsi kesekretariatan diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2015 Pasal 249 :

).

Q).

Pasal 250

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yangdalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Ketua Pengadilan Tinggi.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Sekretaris.

“ Kesekretariatan Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di

bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana

dilingkungan pengadilan tinggi “

Pasal 251

“Dalam melaksanakan melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 250,

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

o 0o T

Pelaksanaan urusan perencanaan, programdan anggaran;
Pelaksanaan urusan kepegawaian;
pelaksanaan urusan keuangan;

pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana;
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pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumahtangga, keamanan,
keprotokolan, dan perpustakaan;dan

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan
Kesekretariatan Pengadilan.
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

KETUA
WAKIL
HAKIM
PANITERA SEKRETARIS
PANMUD PANMUD PANMUD PANMUD KABAG UMUM KABAG
PERDATA PIDANA HUKUM TIPIKOR & KEPEGAWAIAN &
KEUANGAN PERENCANAAN
KASUBAG TATA KASUBAG KASUBAG KASUBAG
USAHA DAN KEUANGAN & RENPROG & KEPEGAWAIAN

RUMAH TANGGA PELAPORAN ANGGARAN DAN IT

Fungsional Arsiparis
Fungsional Pustakawan
Fungsional Pranata
Komputer

Fungsional Bendahara

Panitera Pengganti
Pranata Pengadilan
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA
Untuk mewujudkan Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Tinggi Maluku Utara

memiliki 3 Program yang akan dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program ini ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Tinggi Maluku Utara yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Maluku Utara
dengan sasaran dan indikator program sebagai berikut :
» Peningkatan Manajemen Peradilan Umum:
» Indikator Kinerja :
a). Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding
yang tepat waktu
b). Penurunan sisa perkara
c). Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

d) Salinan putusan dikirim tepat waktu pada pengadilan pertama pengaju
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan Umum.

Program ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Tinggi
Maluku Utara yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan
sasaran dan indikator program sebagai berikut :

« Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pengadilan Tinggi Maluku

Utarta

¢ Indikator Kinerja :

a. Layanan Dukungan Manajemen Satker

b. Layanan Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan Umum.

Program ini ditujukan untuk menunjang kesediaan sarana dan prasarana aparatur peradilan

dalam melaksanakan tugas poko dan fungsi di Pengadilan Tinggi Maluku Utara baik dari

kepaniteraan maupun dari Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan sasaran
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dan indikator program sebagai berikut :

7
0.0

Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

7
0.0

Indikator Kinerja :

1). Layanan sarana dan prasarana Internal, :
- Pembangunan rumah dinas

- Pengadaan perlengkapan kantor

- Pengadaan alat pengolah data

- pengadaan peralatan teknologi informasi

- Pengadaan Meubelair

- Pembangunan sarana lingkungan kantor

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai target kinerja Rencana strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun
2020 — 2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 3 program utama, yaitu Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Peradilan Umum dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan Umum,

yang disusun ke dalam matriks Kinerja dan pendanaan sebagai berikut:
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MATRIK KINERJA PENDANAAN

Program Kegiatan 2020 2021 2022 2023 2024
Program Peningkatan Manajemen | Peningkatan 219.223.000 219.223.000 225.000.000 2.250.000 300.000.000
Peradilan Umum Manajemen Peradilan
Umum
Program Dukungan Manajemen | Pembinaan 19.285.629.000 | 16.907.153.000 | 19.300.000.000 | 19.325.000.000 | 19.350.629.000
dan pelaksanaan Tugas Teknis | Administrasi dan
lainnya Mahkamah Agung Pengelolaan

Keuangan Badan
Urusan Administrasi

Program Peningkatan sarana dan | Pengadaan Sarana 4.229.401000 | 200.000.000 2.500.000.000 | 1.000.000.000 1.500.000.000.-
prasarana Mahkamah Agung RI dan prasarana di
lingkungan Mahkamag
Agung
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Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang Agung
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Maluku Utara
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Maluku Utara
No . [Target Jangkal Sasaran . . .
Tujuan Menengah Target Alokasi (dalam juta rupiah)
(5 Tahun)
Target 2020 Anggaran
Uraian ":(‘I’:;ar':’ % Uraian Indikator Kiinerja 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Program Kegiatan
! Jumlah Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1| Terwujudny | Persentas 100 Terwujudnya . Persentase sisa Penegakkan dan | Peningkatan 65 perkera | 292000 | ZO2S0 | 2SO0 | 20000 | TS0amo0 |
a e perkara Proses perkara yang 100 100 100 100 100 pelayanan Hukum Manajemen
kepercayaa | yang Peradilan yang diselesaikan: Peradilan Umum
n public atas | diselesaik Pasti, g%rg:;a
Iayane_m an tepat Transparan Pidana Khusus
peradilan waktu dan Akuntabel
) Persentase Penegakkan dan Peningkatan 65 perkara 219.223.000 219.223.000 225.000.000 2.250.000 300.000.000
perkara yang 90 95 97 100 100 pelayanan Hukum Manajemen

diselesaikan tepat
waktu :

Perdata

Pidana

Pidana Khusus

Peradilan Umum
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Perkara yang 80 80 90 95 100 pelayanan Hukum Manajemen
Tidak Mengajukan Peradilan Umum
Upaya Hukum :

® Kasasi
® PK

Responden 90 92 95 97 100 pelayanan Hukum Manajemen
peradilan tingkat Peradilan Umum
pertama yang
puas terhadap
Layanan
Peradilan tingkat
banding

c. Persentase Penegakkan dan Peningkatan 65 pErkara 219.223.000 519223 00 325 000.00 2.250.000 300.000.000

Penegakkan dan Peningkatan 65 erkara 219.223.000 219.223.00 225.000.00 2.250.000 300.000.000
d. Index 9 g p 0 0

Peningkatan a. Persentase Penegakkan dan | Peningkatan 65 perkara | 219223000 21922300 [ 22500000 [ 2.250.000 300.000.000

Efektivitas salinan putusan 100 100 100 100 100 pelayanan Hukum Manajemen 0 0

Pengelolaan yang dikirim ke Peradilan Umum
Pengadilan
Pengaju tepat
waktu :

- Perdata
- Pidana

Penyelesaian
Perkara

b_ Persen[ase Penegakkan dan Peningkatan 40 p9rkara 219.223.000 519123 00 525 000.00 2.250.000 300.000.000
putusan perkara 100 100 100 100 100 pelayanan Hukum Manajemen
yang menarik Peradilan Umum
perhatian
masyarakat yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari setelah
diputus
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BAB V

PENUTUP

Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan
kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan
dan staf Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan
Renstra periode 2020-2024, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat
dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara periode 2020-2024
termasuk indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan
tanpa mengubah tujuan Pengadilan Tinggi Maluku Utara periode 2015-2019 yaitu meningkatkan
kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung
RI.

Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara periode 2020-2024 harus dijadikan acuan
kerja bagi unit-unit kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan
akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga,

unit kerja dan kinerja pegawai.

Sofifi, 26 Agustus 2020

KENUA PENGADILAN TINGGI
ANUKU UTARA,

DR.H.LEXSY MAMONTO,SH.,MH.
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KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
NOMOR ; W28-U/ ?-éa /KP.4.05 /6/ 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2020-2024 PADA

Menimbang

Mengingat

]

-

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Bahwa dalam Rangka Penyusunan dokumen RENTSRA 2020-2024 pada
Pengadilan Tinggi Maluku Utara dipandang periu menunjuk Tim penyusunan
dokumen RENTRA tersebut;

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya disebutkan dalam lampiran
Keputusan ini dinilai cakap untuk melaksanakan penyusunan RENSTRA
dokumen pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi;

Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-UndangNomor50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005 - 2025;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerint

9 Peraturan Presiden Rl Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

10.

Birokrasi 2010 - 2025;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Fungsi Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah

12.

13

14.

15.

Agung RI;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah
Agung;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen
Penetapan Kinerja;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;



Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor
Per/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/IX//2010 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R,

20. Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;

21 Cetak Biru Mahkamah Agung Rl Tahun 2010 - 2035;

: KEPUTUSAN SEKERTARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 237 A/SEK/ SK/V/2020

RENCANA STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2020-2024
MEMUTUSKAN

‘KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TENTANG

PENUNJUKAN TIM RENTRA PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
TAHUN 2020

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya disebutkan dalam lampiran Keputusan
ini untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusunsn Rencana Strategi 2020-2024 pada
Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020

: Pelaksanaan tugas Tim mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, selanjutnya memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Maluku Utara;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala
sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
NOMOR : W28-U/ 269 / KP.04.5/11/2020
TANGGAL, 05 Juni 2020

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU
UTARA
TAHUN 2020

KEDUDUKAN

M Ikbal Daud, SH.

Chairul D. Pagulili, S Kom.
Tuty Indayani SE.
Alimudin Boli S., IP.
Yuliantini Burhan, S Kom.
Monang Manurung, SH.
Abdul Kadwin, SH.

DALAM TIM NAMA JABATAN
PENGARAH DR JONNER MANIK, SH., MH. | Hakim Tinggi
KETUA Sri Candra S Ottoluwa SH. Panitera
Wakil Ketua Drs Muhidin MH Sekertaris
Sekertaris Verra Lokollo,SH Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
ANGGOTA La Adin, SH. Kabag Umum dan Keuangan
Nahra Husen SH. Panmud Perdata

Panmud Hukum

Kasubag Rencana Program dan Anggaran

Kasubag Keuangan dan Pelaporan

Kasubag Tata Laksana dan Rumah Tangga

Kasubag Kepegawaian dan Teknologi Informasi
Panmud Tipikor

Panmud Pidana
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